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ABSTRAK 

Miftha Fitriany, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Samarinda. Di bawah bimbingan Bapak Aspyan Noor. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak 

penerangan jalan, pajak restoran dan pajak parkir terhadap penerimaan 

pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis 

data keuangan berdasarkan runtut waktu (time series). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah target dan realisasi pajak penerangan jalan, pajak restoran, 

pajak parkir, dan pendapatan asli dearah Kota Samarinda tahun 2017-2021. 

Analisis yang digunakan adalah analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2021 tingkat efektivitas pajak 

penerangan jalan Kota Samarinda memiliki rata-rata sebesar 105,20% dengan 

kategori sangat efektif, pajak restoran Kota Samarinda memiliki rata-rata sebesar 

126,01% dengan kategori sangat efektif dan pajak parkir Kota Samarinda 

memiliki rata-rata sebesar 103,27% dengan kategori sangat efektif. Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2021 kontribusi pajak 

penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda memiliki rata-

rata sebesar 20,36% dengan kategori sedang, kontribusi pajak restoran terhadap 

pendapatan asli daerah Kota Samarinda memiliki rata-rata sebesar 10,58% dengan 

kategori kurang dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota 

Samarinda memiliki rata-rata sebesar 1,54 % dengan kategori sangat kurang. 

Kata Kunci: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pendapatan 

Asli Derah 
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ABSTRACT 

Miftha Fitriany, Analysis of the Effectiveness and Contribution of Street 

Lighting Tax, Restaurant Tax, and Parking Tax to Samarinda City's Original 

Regional Income. Under advisory Mr. Aspyan Noor. The purpose of this 

research is to determine the level of effectiveness and contribution of street 

lighting tax revenue, restaurant tax and parking tax to Samarinda City's local 

revenue. This type of research is descriptive research using secondary data. This 

research uses financial data based on time series. The data used in this research 

is the target and realization of street lighting tax, restaurant tax, parking tax, and 

Samarinda City local revenue for 2017-2021. The analysis used is effectiveness 

analysis and contribution analysis. The results of the research show that during 

2017-2021 the effectiveness level of the Samarinda City street lighting tax has an 

average of 105.20% in the very effective category, the Samarinda City restaurant 

tax has an average of 126.01% in the very effective category and the parking tax 

Samarinda City has an average of 103.27% in the very effective category. The 

results of this research also show that during 2017-2021 the contribution of street 

lighting tax to Samarinda City's original regional income had an average of 

20.36% in the medium category, the restaurant tax contribution to Samarinda 

City's original regional income had an average of 10. 58% in the poor category 

and the contribution of parking tax to Samarinda City's original regional income 

has an average of 1.54% in the very poor category. 

Keywords: Street Lighting Tax, Restaurant Tax, Parking Tax, Regional Original 

Income 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia ialah salah satu negara yang menerapkan sistem otonomi daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan sistem ini, daerah otonom 

diberikan kekuasaan, hak, dan kewajiban untuk mengelola serta mengurus semua 

urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah 

untuk mengatur dan mengelola segala urusan lokal, termasuk menentukan sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut. 

Pemerintah daerah mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

digunakan sebagai penambah kekayaan bersih dan digunakan untuk membiayai 

segala pengeluaran daerah tersebut. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka 

semakin tinggi juga tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengurus 

segala keperluan daerahnya. Salah satu sumber PAD yang dapat diandalkan 

adalah pajak daerah. 

Pajak daerah ialah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi 

atapun badan kepada daerah dalam rangka membiayai belanja daerah. Pajak 

daerah bersifat memaksa dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan 

pemungutannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak 

daerah dibagi menjadi dua kategori yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah 

kabupaten/kota, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016. 
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Kota Samarinda merupakan salah satu kota otonomi daerah yang terletak 

di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai kota yang diberikan hak otonomi daerah, 

Kota Samarinda diharapkan untuk dapat mengurus segala macam urusan 

daerahnya dan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pendapatan asli 

daerahnya sehingga dapat meminimalisir transfer dana dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah Kota Samarinda. Berikut merupakan data target dan realisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda tahun 2017-2021. 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD Kota Samarinda 
No. Tahun Target  Realisasi Penerimaan 

1 2017 Rp507.247.746.809,00 Rp517.499.223.222,34 

2 2018 Rp445.353.498.390,00 Rp499.229.231.885,96 

3 2019 Rp500.991.118.323,22 Rp560.679.282.249,81 

4 2020 Rp392.727.879.000,00 Rp485.143.157.813,33 

5 2021 Rp561.492.908.215,00 Rp594.801.655.082,71 

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinda 2017-2021. 

Dari data pada Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Samarinda masih mengalami fluktuasi dengan adanya 

kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Meskipun demikian, realisasi PAD 

Kota Samarinda selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, 

terjadi penurunan baik pada target maupun realisasi penerimaan PAD Kota 

Samarinda, yang disebabkan oleh tidak masuknya lagi dana BANSOS ke APBD. 

Selanjutnya, penurunan target dan realisasi penerimaan PAD pada tahun 2020  

tidak lain adalah karena pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan 

dampak pada melemahnya bisnis di Kota Samarinda khususnya bisnis hotel, 

restoran, rumah makan, dan tempat hiburan sehingga hal tersebut mempengaruhi 

setoran pajak daerah terhadap PAD Kota Samarinda. Meskipun, pada tahun 2020 

target dan realisasi PAD Kota Samarinda mengalami penurunan, namun pada 
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tahun 2021 PAD mengalami peningkatan dan mampu melebihi target yang 

ditetapkan.  Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD yang salah 

satunya dengan cara menggali potensi pajak daerah. 

Pemerintah daerah Kota Samarinda menjalankan sistem pemungutan 

sebelas jenis pajak daerah yang mencakup berbagai sektor, antara lain pajak atas 

hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan 

batuan, parkir, air bawah tanah, sarang burung walet, bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Langkah ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Samarinda Nomor 9 Tahun 2019, yang merupakan revisi kedua dari Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sistem pajak ini dirancang 

untuk mendukung pendapatan daerah dan memastikan kontribusi yang adil dari 

berbagai sektor ekonomi di wilayah tersebut. Dalam upaya meningkatkan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), fokus ditempatkan pada tiga jenis 

pajak daerah, yaitu pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir yang 

dianggap memiliki potensi dalam meningkatkan PAD secara signifikan. 

Pajak penerangan jalan merupakan jenis pajak daerah dengan realisasi 

penerimaan tertinggi di Kota Samarinda. Pajak ini dikenal sebagai pajak daerah 

atas pemanfaatan daya listrik untuk keperluan industri maupun non-industri. 

Meningkatnya penerimaan pajak penerangan jalan berkaitan erat dengan 

peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan konsumsi terhadap listrik 

meningkat. Misalnya saja, seiring dengan semakin banyaknya ketersediaan listrik 

yang terjangkau di daerah-daerah terpencil di Kota Samarinda membuat semakin 
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banyak masyarakat yang menggunakannya, khususnya untuk keperluan dalam 

pencahayaan jalan umum yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Berikut 

merupakan data realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Kota Samarinda 

tahun 2017-2021. 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 
No. Tahun Target Realisasi Penerimaan 

1 2017 Rp92.000.000.000,00 Rp 99.139.806.032,02 

2 2018 Rp101.000.000.000,00 Rp106.546.728.604,13     

3 2019 Rp110.000.000.000,00     Rp110.366.395.103,50 

4 2020 Rp96.900.000.000,00 Rp112.038.979.780,00 

5 2021 Rp114.000.000.000,00 Rp110.379.460.234,00 

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021. 

Dari Tabel 1.2 dapat diambil kesimpulan bahwa setiap tahunnya, 

pendapatan pajak penerangan jalan di Kota Samarinda selalu melewati target yang 

telah ditetapkan, kecuali pada tahun 2021. Pada tahun tersebut, ketidakcapaian 

target pendapatan terjadi karena realisasi pajak penerangan jalan tidak dapat 

mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 

2017, realisasi pendapatan pajak penerangan jalan mencapai Rp 

99.139.806.032,02 lalu meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp 

106.546.728.604,13. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2019 dengan realisasi 

mencapai Rp 110.366.395.103,50 dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan lagi 

menjadi Rp 112.038.979.780,00. Namun, pada tahun 2021, realisasi pendapatan 

pajak penerangan jalan mengalami penurunan menjadi Rp 110.379.460.234,00. 

Selanjutnya, pajak restoran merupakan jenis pajak derah yang 

menyumbang terbesar kedua terhadap Pendapatan Asli Dearah (PAD) Kota 

samarinda setelah pajak penerangan jalan. Peningkatan pajak restoran berkaitan 

dengan jumlah restoran yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Hal ini dapat 
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dilihat pada setiap jalur Kota Samarinda  yang dipenuhi dengan restoran, rumah 

makan, cafeteria dan lain sebagainya. Dengan jumlah restoran yang terus 

meningkat maka hal tersebut sangat berpotensi dalam meningkatkan penerimaan 

dari pajak restoran. Berikut merupakan data realisasi penerimaan pajak restoran 

Kota Samarinda tahun 2017-2021. 

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran 
No. Tahun Target Realisasi Penerimaan 

1 2017 Rp44.500.000.000,00 Rp44.947.506.757,27 

2 2018 Rp52.500.000.000,00 Rp57.135.686.655,37 

3 2019 Rp61.000.000.000,00 Rp70.734.847.010,81 

4 2020 Rp24.400.000.000,00 Rp48.043.359.230,12 

5 2021 Rp57.000.000.000,00 Rp61.204.829.537,17 

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021. 

Berdasarkan data dalam Tabel 1.3 menunjukkan bahwa realisasi pajak 

restoran di Kota Samarinda selalu mencapi target yang ditetapkan. Sehingga, 

dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir, penerimaan dari pajak restoran 

dapat dikatakan sangat baik. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak restoran 

mencapai Rp44.947.506.757,27. Pada tahun 2018, penerimaan pajak restoran 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi Rp57.135.686.655,37 

kemudian di tahun 2019 realisasi penerimaan pajak restoran meningkat menjadi 

Rp70.734.847.010,81. Pada tahun 2020 target dan realisasi penerimaan pajak 

restoran mengalami penurunan. Adapun, yang menjadi penyebab utama 

penurunan target dan realisasi tersebut ialah adanya pandemi covid 19 yang 

menyebabkan melemahnya bisnis restoran dan rumah makan di Kota Samarinda. 

Sehingga, pada tahun 2020 pemerintah menetapkan target penerimaan pajak 

restoran sebesar Rp24.400.000.000,00 yang berhasil diatasi dengan realisasi 

penerimaan mencapai Rp48.043.359.230,12. Demikian, pada tahun 2021, terjadi 
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peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pajak restoran, dengan realisasi 

mencapai Rp61.204.829.537,17. Trend positif ini mencerminkan kontribusi yang 

kuat dari sektor restoran terhadap pendapatan pajak daerah selama periode 

tersebut. 

Pajak parkir ialah salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai potensi 

cukup tinggi. Jika dilihat dari jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda 

berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 

tercatat sebanyak 849.137 unit dan banyaknya kendaraan bermotor yang berasal 

dari luar daerah, karena mengingat Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi 

yang ramai dikunjungi seharusnya pajak parkir dapat menjadi pajak unggulan. 

Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan PAD Kota Samarinda. Berikut 

merupakan data realisasi penerimaan pajak parkir Kota Samarinda tahun 2017-

2021. 

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir 
No. Tahun Target Realisasi Penerimaan 

1 2017 Rp8.500.000.000,00 Rp7.742.567.960,00 

2 2018 Rp8.500.000.000,00 Rp8.998.503.795,00 

3 2019 Rp9.550.000.000,00 Rp10.010.995.904,00 

4 2020 Rp6.500.000.000,00 Rp6.445.863.062,49 

5 2021 Rp7.000.000.000,00 Rp8.080.913.065,51 

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017- 2021. 

Dari data dalam Tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya, 

realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Samarinda selalu melampaui target yang 

telah ditetapkan, kecuali pada tahun 2017 dan 2020. Ketidakcapaian target 

penerimaan pada tahun 2017 dan 2020 disebabkan oleh realisasi pajak parkir yang 

tidak mampu mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pada tahun 2017 penerimaan pajak parkir mencapai Rp7.742.567.960,00 
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kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp8.998.503.795,00 pada tahun 2018. 

Pada tahun 2019 realisasi pajak parkir meningkat menjadi Rp10.010.995.904,00 

dan pada tahun 2020 menurun menjadi Rp6.445.863.062,49 namun pada tahun 

2021 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp8.080.913.065,51. 

Salah satu tugas dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Samarinda ialah mengawasi pengelolaan berbagai pajak daerah, termasuk pajak 

penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir. Oleh karena itu, agar berhasil 

mencapai target yang telah ditetapkan untuk penerimaan pajak penerangan jalan, 

pajak restoran, dan pajak parkir, BAPENDA Kota Samarinda perlu merancang 

strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Di Kota Samarinda, 

efektivitas menjadi ukuran utama untuk menilai dan memantau kinerja terkait 

dengan realisasi pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir. 

Efektivitas dalam pengelolaan ini didefinisikan sebagai pencapaian tujuan akhir 

dari kebijakan yang diimplementasikan. Target yang telah ditetapkan diharapkan 

dapat memberikan dampak positif pada pembangunan daerah. 

Apabila efektivitas pajak atas penerangan jalan, restoran, dan parkir 

merupakan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan 

pemungutan pajak tersebut dalam satu periode tertentu. Maka, kontribusi pajak 

atas penerangan jalan, restoran, dan parkir ialah proporsi sumbangsih yang 

diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditentukan melalui cara 

membandingkan pendapatan dari pajak atas penerangan jalan, restoran, dan parkir 

dengan PAD secara keseluruhan dalam satu periode tertentu. Dalam hal ini, 

BAPENDA Kota Samarinda memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memungut 
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pajak daerah dengan menggunakan tarif yang berlaku. Sehingga, dari tarif tersebut 

akan memberikan kontribusi terhadap hasil penerimaan PAD. 

Pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir menjadi subjek 

penelitian yang menarik untuk diteliti karena memiliki potensi kontribusi yang 

besar terhadap upaya meningkatkan PAD di Kota Samarinda. Tentu saja, hal ini 

menandakan bahwa pemerintah daerah Kota Samarinda memiliki peluang untuk 

terus meningkatkan PAD, yang hasil akhirnya akan membantu mendukung 

pembangunan daerah dan mewujudkan kemandirian daerah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS 

DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK 

RESTORAN, DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH KOTA SAMARINDA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap 

peningkatan pendapatan asli daerah Kota Samarinda? 

2. Bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap 

peningkatan pendapatan asli daerah Kota Samarinda? 

3. Bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah Kota Samarinda? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan yang 

akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak penerangan 

jalan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Samarinda. 

2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Samarinda. 

3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Samarinda. 

1.4 Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari dilaksanakannya 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

mengenai efektivitas dan kontribusi pajak atas penerangan jalan, 

restoran, dan parkir dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah 

di Kota Samarinda. Sehingga, diharapkan pemahaman terkait 

perpajakan dapat terus berkembang.  

b. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman 

yang mendalam mengenai aspek-aspek perpajakan, terutama dalam 

konteks pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir. 
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2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini, diharapkan menghasilkan informasi yang 

berharga dan dapat menjadi masukan serta bahan pertimbangan bagi 

BAPENDA Kota Samarinda untuk evaluasi dalam pengembangan serta 

optimalisasi pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir di 

Kota Samarinda dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Daya Beli 

Teori daya beli (theory of purchasing power) adalah teori yang 

diperkenalkan oleh Pieter Jacob Albert Adriani pada tahun 1954. Teori daya beli 

ini merupakan  teori kontemporer yang melihat manfaat dari perpajakan sebagai 

landasan keadilan. Menurut teori ini penegakan kepentingan masyarakat 

merupakan landasan dari pemungutan pajak yang adil. Berdasarkan teori daya 

beli, menjelaskan bahwa tujuan dari pemungutan pajak adalah untuk mentransfer 

daya beli rumah tangga masyarakat ke rumah tangga negara, yang nantinya 

diinvestasikan kembali untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara atau 

masyarakat (Thian, 2021).  

Dalam hal ini konsep teori daya beli menggambarkan adanya pemindahan 

anggaran publik ke anggaran negara yang kemudian anggaran tersebut digunakan 

untuk memelihara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke arah yang 

lebih baik. Menurut teori ini pemungutan pajak yang adil adalah ketika pajak 

digunakan untuk kepentingan semua pihak, yakni masyarakat dan negara bukan 

hanya untuk kepentingan satu pihak. Teori daya beli ini juga memiliki kaitan yang 

erat dengan pendapatan asli daerah, di mana pendapatan asli daerah dihimpun 

untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Hal ini selaras dengan konsep dari 

teori daya beli yang mengutamakan kepentingan semua pihak. 
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2.2 Efektivitas  

Efektivitas merupakan alat ukur untuk menghitung seberapa besar tingkat  

keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Samosir, 

2020). Pendapat lain mengenai efektifitas, yaitu menurut Ristiani (2020) yang 

menyatakan bahwa efektivitas ialah sebuah konsep tentang seberapa efektif 

organisasi dapat mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas secara langsung 

memperhatikan sejauh mana pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan telah 

dilakukan. Jadi, secara sederhana efektivitas merupakan hasil yang dicapai 

melalui program kerja yang memiliki pengaruh perbandingan antara input dan 

output (Agustin & Andayani, 2022). 

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas merupakan alat ukur yang digunakan suatu organisasi untuk 

mengetahui berhasil atau program kerja yang dijalankan dalam mencapai tujuan 

dari organisasi tersebut. Untuk menghitung besarnya tingkat efektivitas dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

             
                          

                       
        ..................................... …..2.1 

 

Dengan asumsi sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Tingkat Mengukur Efektivitas 

Persentase Efektivitas Kriteria 

>100% 

90% - 100% 

80% - 90% 

60% - 80% 

<60% 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006  
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2.3 Kontribusi 

Menurut Nurweni & Nurlaila (2022) kontribusi adalah berbagi peran, 

memberikan ide, dan lain sebagainya. Kata "kontribusi" berasal dari kata bahasa 

Inggris "contribute", yang juga bisa merujuk pada keterlibatan, partisipasi, atau 

sumbangan. Kontribusi dalam hal ini bisa berupa suatu tindakan atapun materi. 

Berkontribusi dalam arti tindakan, yaitu bertindak sedemikian rupa sehingga 

selanjutnya dapat mempengaruhi pihak lain dengan cara yang menguntungkan 

atau tidak menguntungkan. 

Dengan demikian, kontribusi dalam konteks ini dapat dipahami sebagai 

masukan intelektual, profesional, dan energi dari sumber daya manusia yang dapat 

memberikan dampak baik maupun buruk bagi intasi yang bertugas sebagai 

pengelola pajak daerah. Semakin tinggi tingkat kontribusi suatu pajak daerah 

maka akan semakin tinggi pula penerimaan Pendapatan Asli Dearah (PAD). 

Melalui kontribusi ini, dapat diukur sejauh mana peran pajak daerah dalam 

memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika kontribusinya signifikan, itu 

menandakan bahwa peran pajak daerah dalam PAD juga memiliki dampak yang 

besar. Sebaliknya, jika kontribusinya minim, hal tersebut mengindikasikan bahwa 

peran pajak daerah dalam PAD juga relatif kecil. 

Untuk menghitung besarnya tingkat kontribusi dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

            
                          

                        
        ..................................... …..2.2 
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Dengan asumsi sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Tingkat Mengukur Kontribusi 

Persentase Kontribusi Kriteria 

0,00% - 10% 

10,10% - 20% 

20,10% - 30% 

30,10% - 40% 

40,10% - 50% 

Sangat Kurang 

Kurang 

Sedang 

Cukup Baik 

Baik 

>50% Sangat Baik 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006  
 

2.4 Pajak Daerah 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ialah sumbangan yang harus disetor 

oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah, baik itu individu maupun badan 

usaha tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Kontribusi tersebut akan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah, khususnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara umum. Menurut Anggoro (2017: 46) tujuan 

pemungutan pajak oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat dengan cara menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, 

mendorong pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat.  

Resmi (2019) menyatakan bahwa pajak daerah provinsi dan pajak daerah 

kabupaten/kota adalah dua kategori pajak daerah. Pajak daerah provinsi dibagi 

menjadi lima golongan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 

diantaranya adalah: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor; 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
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3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan 

4. Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. 

Sedangkan pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas sebelas golongan yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, diantaranya adalah: 

1. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran; 

3. Pajak Hiburan; 

4. Pajak Reklame; 

5. Pajak Penerangan Jalan; 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7. Pajak Parkir; 

8. Pajak Air Tanah; 

9. Pajak Sarang Burung Walet; 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan 

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

2.5 Pajak Penerangan Jalan  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 yang 

merupakan revisi kedua dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 mengenai 

pajak daerah, menyatakan bahwa pajak penerangan jalan sebagai kewajiban pajak 

yang dikenakan atas pemakaian daya listrik, baik yang dimiliki secara langsung 

maupun diperoleh dari sumber lain. Setiap bulannya PLN mengenakan pajak 

penerangan jalan kepada pelanggan, dan jumlah yang terkumpul kemudian 
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diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai pendapatan asli daerah 

yang berasal dari pajak daerah. (Aritonang, 2022). Dengan demikian, mekanisme 

ini mencerminkan kerjasama antara pihak PLN dan pemerintah daerah dalam 

mengelola pajak penerangan jalan untuk mendukung pendapatan daerah. 

Tenaga listrik yang dimanfaatkan, baik milik sendiri ataupun yang berasal 

dari sumber lain merupakan objek dari pajak penerangan jalan. Nilai jual tenaga 

listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran menjadi dasar dari 

pengenaan pajak penerangan jalan. Total biaya beban/tetap dan biaya penggunaan 

kWh/variabel yang termasuk dalam tagihan untuk tenaga listrik yang dibayarkan 

setelah pemakaian, serta jumlah tenaga listrik yang dibeli merupakan nilai jual 

tenaga listrik. Sementara itu, penentuan terhadap nilai jual tenaga listrik yang 

dimiliki sendiri bergantung pada pertimbangan beberapa aspek, seperti 

ketersediaan kapasitas, tingkat konsumsi listrik, durasi pemanfaatan listrik, dan 

harga satuan listrik di wilayah tersebut pada saat ini. Di Kota Samarinda, tarif 

pajak penerangan jalan telah diatur sebesar 10%. Ketetapan tarif ini 

mencerminkan strategi pemerintah daerah untuk menyesuaikan pajak penerangan 

jalan dengan dinamika sektor tersebut, sekaligus sebagai upaya mendukung 

pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di wilayah tersebut.  

2.6 Pajak Restoran 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pajak restoran, yang dimaksud dengan pajak restoran ialah pajak atas jasa 

pelayanan restoran. Restoran dalam konteks ini ialah setiap usaha yang 

mengenakan biaya atas penyediaan makanan dan minuman, antara lain seperti 
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kafetaria, rumah makan, kantin, warung, cafe, bar, jasa katering, dan sejenisnya. 

Menurut Dantes & Lasminiasih (2021) pemilik atau pengelola restoran ialah pihak 

yang bertanggung jawab untuk mengenakan pajak terhadap layanan penyediaan 

makanan dan minuman. Mereka secara sengaja mendirikan restoran dengan tujuan 

memperoleh keuntungan dari pelanggan melalui layanan yang mereka berikan. 

Pemilik atau pengusaha restoran ini berkewajiban untuk mengumpulkan pajak 

tersebut dan menyetorkannya kepada instansi yang berwenang untuk pengelolaan 

penerimaan hasil pajak tersebut. 

Pajak restoran merupakan suatu kewajiban pajak yang dikenakan terhadap 

layanan yang dinikmati oleh individu atau badan usaha dari pihak restoran. Pajak 

ini dihitung berdasarkan besar pembayaran yang diterima oleh restoran dari 

penjualan makanan dan minuman. Perhitungan pajak mencakup total biaya setelah 

dikurangi potongan harga dan pembayaran menggunakan voucher makanan dan 

minuman. Dalam peraturan daerah, tarif pajak restoran di Kota Samarinda telah 

ditetapkan sebesar 10%. Namun, terdapat pengecualian untuk kantin yang 

berlokasi di wilayah kantor pemerintah daerah, serta food car yang dikenai tarif 

pajak sebesar 5%. Peraturan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keadilan 

dan memberikan insentif khusus pada sektor tertentu dalam industri restoran di 

Kota Samarinda. 

Besarnya pembayaran yang diterima oleh pihak restoran dari penerima 

layanan atas layanan yang diberikan merupakan objek dari pajak restoran. 

Layanan yang dimaksud, yaitu meliputi pelayanan dalam hal menjual makanan 
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dan minuman kepada konsumen yang dapat dikonsumsi di tempat pelayanan 

tersebut maupun di tempat lain.  

2.7 Pajak Parkir 

Berdasarkan Peraturan Derah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 yang 

merupakan revisi kedua dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Pajak daerah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pajak parkir ialah pajak 

atas penyediaan lahan parkir di luar badan jalan oleh badan ataupun orang pribadi, 

baik yang dilakukan sebagai bagian dari pokok usaha ataupun yang disediakan 

secara komersial. Termasuk di dalamnya pungutan biaya atas penggunaan garasi 

dan fasilitas penitipan kendaraan bermotor. Parkir ialah keadaan permanen di 

mana tidak ada kendaraan yang bergerak.  

Penyediaan tempat parkir bertujuan untuk memfasilitasi perjalanan dan 

menawarkan layanan guna meningkatkan arus lalu lintas, sehingga membuat arus 

lalu lintas lebih lancar dan aman. Pajak parkir dipungut atas penyediaan tempat 

parkir serta fasilitasnya. Besaran pembayaran yang diserahkan kepada pengelola 

tempat parkir menjadi dasar pengenaan pajak parkir.  

Ketentuan mengenai tarif pajak parkir Kota Samarinda sama hal nya 

dengan pajak restoran, yaitu ditetapkan dalam peraturan daerah. Tarif pajak parkir 

di Kota Samarinda adalah sebesar 20% untuk besarnya pembayaran yang 

seharusnya diterima oleh pihak pengelola tempat parkir yang tidak membebankan 

sewa parkir kepada penerima jasa parkir dan tarif 30% untuk jumlah pembayaran 

yang dipungut pihak pengelola tempat parkir dari penerima jasa parkir.  
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2.8 Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 18 dalam Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, 

pendapatan asli daerah merujuk pada penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah 

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 

285 ayat (1) lebih lanjut menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah dianggap 

sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih suatu daerah. Hak pemerintah daerah 

terhadap pendapatan asli daerah melibatkan berbagai sumber, termasuk 

penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik 

daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang diakui secara sah. 

Kontribusi pendapatan ini tidak hanya memperkaya daerah secara finansial, 

melainkan juga mencakup berbagai sumber penerimaan yang dikelola dan 

diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Menurut Nordiawan (2016) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah 

pendapatan yang berasal dari hasil penerimaan pajak daerah, restribusi daerah, 

pengelolaan kepemilikan terpisah ataupun pemasukan yang sah lainnya. PAD 

secara teoritik didefinisikan sebagai suatu kontribusi nyata yang diperoleh dari 

masyarakat setempat dalam upaya menunjang status otonom untuk daerahnya, 

sebagai bentuk dukungan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan 

daerah melalui penerimaan PAD yang besar (Mulyana et al., 2019). Definisi lain 

terkait PAD menurut Simanjuntak & Halim (2004) dalam (Kader et al., 2023) 

menyatakan bahwa segala pendapatan atau penerimaan yang diterima oleh kas 
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daerah, yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayah itu sendiri dan 

dikumpulkan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan daerah disebut sebagai pendapatan asli daerah 

Dari penjelasan di atas, tergambar bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merujuk pada total penerimaan atau pendapatan yang diterima oleh kas daerah, 

yang bersumber langsung dari berbagai sumber di dalam wilayah tersebut. 

Seluruh penerimaan ini dikumpulkan dengan mematuhi regulasi yang berlaku dan 

nantinya diperuntukkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan pembangunan 

di tingkat daerah. PAD mencakup beragam sumber, seperti pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan pendapatan 

asli daerah lainnya yang diatur oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Oleh 

karena itu, PAD menjadi komponen vital dalam mendukung kemandirian dan 

pembangunan daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran sentral dalam pelaksanaan 

konsep desentralisasi, menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi daerah. 

Tanggung jawab pemerintah daerah melibatkan penyediaan dana untuk 

mewujudkan otonomi daerah, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh PAD. 

Dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya PAD, pemerintah daerah 

memiliki kesempatan untuk membangun dan mengembangkan wilayahnya 

sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan kajian 

menyeluruh terhadap seluruh potensi sumber daya PAD yang tersedia di daerah 

tersebut, guna mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah secara 

berkelanjutan. 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel   2.3 Penelitian Terdahulu 

No. 
Peneliti  

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil 

1 Mosal  

(2013) 

Analisis Efektivitas, 

Kontribusi Pajak 

Parkir terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan 

Penerapan Akuntansi 

di Kota Manado 

Pajak Parkir dan 

Pendapatan Asli 

Dearah 

Kontribusi pajak parkir 

terhadap PAD Kota 

Manado sangat kurang. 

Tingkat efektivitas 

pajak parkir terhadap 

PAD Kota Manado 

memiliki nilai rata-rata 

sebesar 105,71% 

dengan kriteria sangat 

efektif. 

2 Nurweni dan 

Nurlaila 

(2022) 

Analisis Kontribusi 

Pajak Parkir dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah pada Badan 

Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah 

Kota Medan 

Pajak Parklir dan 

Pendapatan Asli 

daerah 

Kontribusi pajak parkir 

terhadap PAD Kota 

Medan sangat kurang 

karena kapasitas pajak 

parkir masih kecil 

peranannya dalam 

menentukan 

penerimaan terhadap 

target yang telah 

ditetapkan, sehingga 

menunjukkan bahwa 

capaian Pemerintah 

Kota Medan tahun 

2019–2020 dinilai 

belum optimal. 

3 Ramadhan, 

Asmapane, dan 

Rusliansyah 

(2022) 

Analisis penerimaan 

dan kontribusi pajak 

restoran terhadap 

pendapatan asli 

daerah kota 

Samarinda 

Pajak Restoran 

dan Pendapatan 

Asli Dearah 

Kontribusi pajak 

restoran terhadap PAD 

Kota Samarinda tahun 

2011-2019 mengalami 

fluktuasi yang mana 

dari tahun 2011 sampai 

dengan 2015 pada 

kategori sangat kurang.  

4 Kader, Silva, 

dan Luju 

(2023) 

Analisis Efektivitas 

Dan Kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan 

Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah Di Kabupaten 

Sikka Tahun 2018-

2022 

Pajak Penerangan 

Jalan dan 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Tingkat efektiviitas 

pajak penerangan jalan 

Kabupaten Sikka tahun 

2018-2022 memiliki 

rata-rata sebesar 

105,98% dengan 

kriteria sangat efektif. 

Kontribusi pajak 

penerangan jalan 

terhadap PAD 

Kabupaten Sikka tahun 

2018-2022 memiliki 

rata-rata sebesar 7,89% 

dengan kriteria sangat 

kurang. 

 

Disambung ke halaman berikutnya 



22 
 

 
 

No. 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil 

5 Veronika dan 

Akbar  

(2022) 

Analisis Efektivitas 

dan Kontribusi Pajak 

Hotel, Pajak 

Restoran, dan Pajak 

Penerangan Jalan 

sebagai Sumber 

Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2016-

2020 

Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak 

Penrangan Jalan, 

dan Pendapatan 

Asli Daerah 

Tingkat efektivitas 

pajak hotel, pajak 

restoran, dan pajak 

penerangan jalan 

terhadap PAD 

Kabupaten Gresik 

tahun 2016-2020 

secara rata-rata masuk 

kriteria sangat efektif. 

Kontribusi pajak hotel 

dan pajak restoran 

terhadap PAD 

Kabupaten Gresik 

selama lima tahun 

memiliki rata rata 

sebesar 5% dengan 

kriteria sangat kurang. 

Sementara, kontribusi 

pajak penerangan jalan 

terhadap PAD 

Kabupaten Gresik 

selama lima tahun 

memiliki rata-rata 

sebesar 22,058% 

dengan kriteria sedang. 

6 Dantes dan 

Lasminiasih 

(2021) 

Analisis tingkat 

efektivitas dan 

kontribusi pajak 

restoran terhadap 

pendapatan asli 

daerah di provinsi 

DKI Jakarata Tahun 

2017-2019 

Pajak Restoran 

dan Pendapatan 

Asli Daerah 

Efektivitas pajak 

restoran terhadap PAD 

Provinsi DKI Jakarta 

tahun 2017-2019 

memiliki rata-rata 

sebesar 100,02% 

dengan kriteria sangat 

efektif. Kontribusi 

pajak restoran terhadap 

PAD Provinsi DKI 

Jakarta tahun 2017-

2019 memiliki rata-rata 

sebesar 7,15% dengan 

kriteria sangat kurang. 

7 Fitriano dan 

Ferina 

(2021) 

Analisis Efektifitas 

Dan Kontribusi Pajak 

Hotel Dan Pajak 

Restoran Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota 

Bengkulu 

Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, dan 

Pendapatan Asli 

Dearah 

Efektivitas pajak hotel 

dan pajak restoran 

terhadap PAD Kota 

Bengkulu tahun 2015 

hingga 2018 termasuk 

kriteria kurang efektif.  

Kontribusi pajak hotel 

dan restoran terhadap 

PAD Kota Bengkulu 

tahun 2015 hingga 

2018 termasuk kriteria 

sangat baik. 

Sumber: Data Diolah, 2024 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini menggunakan teori daya beli sebagai acuan dalam 

proses penyusunan penelitian ini. Penggunaan teori yang mendukung pemungutan 

pajak ini sebagai acuan dalam menentukan arah hubungan penerimaan pajak 

penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir dengan pendapatan asli daerah 

(PAD). Dalam teori daya beli sebagai teori yang mendukung pemungutan pajak 

menunjukkan bahwa pemungutan pajak bertujuan untuk mentransfer daya beli 

dari anggaran publik atau masyarakat ke anggaran negara atau pemerintah. Dalam 

hal ini mengartikan bahwa hasil penerimaan pajak nantinya akan diberikan 

kembali kepada warga negara atau masyarakat dalam bentuk keamanan dan 

kesejahteraan. Masyarakat daerah yang taat dalam melaksanakan pembayaran 

pajak secara langsung akan membantu dalam hal memajukan daerah melalui 

peningkatan PAD. Kepatuhan masyarakat daerah dalam melaksanakan 

pembayaran pajak akan memberikan dampak terhadap peningkatan PAD. 

Keberhasilan dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak 

penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir dapat diukur melalui efektivitas 

dan kontribusinya. Di mana efektivitas menjadi ukuran utama untuk menilai dan 

memantau kinerja terkait dengan realisasi pendapatan dari ketiga jenis pajak 

daerah tersebut, serta kontribusi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar 

peran pajak daerah terhadap peningkatan PAD. Apabila kontribusi menunjukkan 

besaran yang signifikan, hal tersebut mengindikasikan bahwa peran pajak daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga signifikan. Sebaliknya, jika 

kontribusi bersifat kecil, maka peran pajak daerah dalam meningkatkan PAD juga 
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cenderung kecil. Pajak daerah melibatkan beberapa jenis, di antaranya pajak 

penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir yang dianggap mampu 

meningkatkan penerimaan PAD. Oleh karena itu, semakin tinggi penerimaan dari 

pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir, maka penerimaan PAD 

juga akan semakin tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Pengembangan dalam penelitian ini, 2024 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan pengertian variabel yang digunakan dalam 

penelitian berdasarkan pendapat atau pemahaman dari peneliti. Adapun definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah: 

3.1.1 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan 

Efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Samarinda ialah tingkat 

keberhasilan BAPENDA Kota Samarinda dalam mengumpulkan atau 

menghimpun penerimaan dari pajak penerangan jalan tersebut. Pengukuran 

efektivitas dilakukan dengan membagi realisasi penerimaan dari pajak penerangan 

jalan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Penerimaan pajak 

penerangan jalan dianggap efektif apabila berhasil mencapai persentase sebesar 

100% atau bahkan lebih. Persentase tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan 

wajib pajak dan keberhasilan BAPENDA dalam mencapai target pendapatan dari 

pajak penerangan jalan serta menunjukkan kinerja yang optimal dalam 

pengelolaan sumber pendapatan tersebut di tingkat daerah.  

Untuk menghitung efektivitas pajak penerangan jalan dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Efektivitas PPJ = 
                        

                      
 x 100% ..................................... …..3.1 
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Keterangan: 

1. Realisasi pajak penerangan jalan adalah jumlah penerimaan pajak 

penerangan jalan pada periode tertentu yang dibayar oleh pihak wajib 

pajak penerangan jalan ke PLN yang kemudian disetorkan ke 

BAPENDA Kota Samarinda. 

2. Target pajak penerangan jalan adalah rencana tindakan mengenai 

besarnya pajak penerangan jalan yang ingin dicapai oleh BAPENDA 

Kota Samarinda. 

3.1.2 Efektivitas Pajak Restoran 

Efektivitas pajak restoran di Kota Samarinda ialah tingkat keberhasilan 

BAPENDA Kota Samarinda dalam mengumpulkan atau menghimpun penerimaan 

dari pajak restoran tersebut. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membagi 

realisasi penerimaan dari pajak restoran dengan target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Penerimaan pajak penerangan jalan dianggap efektif apabila berhasil 

mencapai persentase sebesar 100% atau bahkan lebih. Persentase tersebut 

mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan keberhasilan BAPENDA dalam 

mencapai target pendapatan dari pajak restoran serta menunjukkan kinerja yang 

optimal dalam pengelolaan sumber pendapatan tersebut di tingkat daerah.  

Untuk menghitung efektivitas pajak restoran dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Efektivitas Pajak Restoran = 
                                   

                                
 x 100% . …..3.2 
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Keterangan: 

1. Realisasi pajak restoran adalah jumlah penerimaan pajak restoran pada 

periode tertentu yang dibayar oleh pihak wajib pajak restoran ke 

BAPENDA Kota Samarinda. 

2. Target pajak restoran adalah rencana tindakan mengenai jumlah pajak 

restoran yang ingin dicapai oleh BAPENDA Kota Samarinda. 

3.1.3 Efektivitas Pajak Parkir 

Efektivitas pajak parkir jalan di Kota Samarinda ialah tingkat keberhasilan 

BAPENDA Kota Samarinda dalam mengumpulkan atau menghimpun penerimaan 

dari pajak parkir tersebut. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membagi 

realisasi penerimaan dari pajak parkir dengan target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Penerimaan pajak parkir dianggap efektif apabila berhasil mencapai 

persentase sebesar 100% atau bahkan lebih. Persentase tersebut mencerminkan 

tingkat kepatuhan wajib pajak dan keberhasilan BAPENDA dalam mencapai 

target pendapatan dari pajak parkir serta menunjukkan kinerja yang optimal dalam 

pengelolaan sumber pendapatan tersebut di tingkat daerah. Untuk menghitung 

efektivitas pajak parkir dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

Efektivitas Pajak Parkir = 
                                 

                              
 x 100% ………...3.3 

 

Keterangan:  

1. Realisasi pajak parkir adalah jumlah penerimaan pajak parkir yang 

nyata diterima oleh BAPENDA Kota Samarinda dalam periode 

tertentu. 
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2. Target pajak parkir adalah rencana tindakan mengenai jumlah pajak 

parkir yang ingin dicapai oleh BAPENDA Kota Samarinda. 

3.1.4 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

Kontribusi pajak penerangan jalan merujuk pada persentase sumbangan 

atau iuran dana hasil pajak penerangan jalan yang dikumpulkan setiap bulannya 

oleh PT. PLN (Persero) Kota Samarinda dari pemakaian daya listrik oleh 

masyarakat dan hasil dana tersebut disetorkan ke BAPENDA Kota Samarinda. 

Kontribusi ini dihitung sebagai persentase dari jumlah keseluruhan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, kontribusi pajak penerangan jalan 

mencerminkan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari sektor penerangan 

jalan, yang berperan penting dalam mendukung keuangan daerah Kota Samarinda. 

Untuk menghitung besarnya kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

Kontribusi PPJ = 
                        

                        
 x 100%.................................... …..3.4 

 

Keterangan: 

1. Realisasi pajak penerangan jalan adalah jumlah penerimaan pajak 

penerangan jalan pada periode tertentu yang dibayar oleh pihak wajib 

pajak penerangan jalan ke BAPENDA Kota Samarinda. 

2. Realisasi PAD adalah jumlah penerimaan PAD pada periode tertentu 

yang berhasil dihimpun oleh BAPENDA Kota Samarinda. 
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3.1.5 Kontribusi Pajak Restoran 

Kontribusi pajak restoran merujuk pada besaran persentase sumbangan 

atau iuran dana hasil pajak restoran yang dipungut oleh BAPENDA Kota 

Samarinda dari pihak restoran di Kota Samarinda. Persentase kontribusi ini 

dihitung terhadap keseluruhan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan 

demikian, kontribusi pajak restoran menjadi salah satu sumber pendapatan daerah 

yang signifikan serta memberikan dukungan finansial penting bagi pemerintah 

Kota Samarinda dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan 

pembangunan. Untuk menghitung besarnya kontribusi pajak restoran terhadap 

PAD dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

Kontribusi Pajak Restoran = 
                                   

                        
 x 100% . …..3.5 

 

Keterangan: 

1. Realisasi pajak restoran adalah jumlah penerimaan pajak restoran pada 

periode tertentu yang dibayar oleh pihak wajib pajak restoran ke 

BAPENDA Kota Samarinda. 

2. Realisasi PAD adalah jumlah penerimaan PAD pada periode tertentu 

yang berhasil dihimpun oleh BAPENDA Kota Samarinda. 

3.1.6 Kontribusi Pajak Parkir 

Kontribusi pajak parkir merujuk pada besaran persentase sumbangan atau 

iuran dana hasil pajak parkir yang dipungut oleh BAPENDA Kota Samarinda dari 

pihak pengelola tempat parkir di luar badan jalan Kota Samarinda. Hal ini 

mencakup tempat parkir yang terkait dengan bisnis utama maupun yang 
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disediakan secara kontemporer. Persentase kontribusi ini dihitung terhadap 

keseluruhan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, kontribusi 

pajak parkir menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting 

dalam mendukung keuangan pemerintah Kota Samarinda serta memberikan 

kontribusi finansial yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan publik dan 

pembangunan wilayah. Untuk menghitung besarnya kontribusi pajak restoran 

terhadap PAD dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

Kontribusi Pajak Parkir = 
                                 

                        
 x 100% ......... …..3.6 

 

Keterangan: 

1. Realisasi pajak parkir adalah jumlah penerimaan pajak parkir pada 

periode tertentu yang dibayar oleh pihak wajib pajak parkir ke 

BAPENDA Kota Samarinda. 

2. Realisasi PAD adalah jumlah penerimaan PAD pada periode tertentu 

yang berhasil dihimpun oleh BAPENDA Kota Samarinda. 

3.2 Objek Penelitian dan Metode Penelitian 

3.2.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan objeknya pada Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Samarinda. Sebagai suatu instansi yang memiliki kewenangan 

penuh dalam mengatur penerimaan pendapatan asli daerah, BAPENDA Kota 

Samarinda memiliki peran krusial dalam pengelolaan sumber pendapatan, 

termasuk di antaranya berasal dari pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan 

pajak parkir. Dengan demikian, fokus penelitian pada BAPENDA akan 
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memberikan gambaran mendalam tentang keefektifan, keberlanjutan, dan strategi 

yang diimplementasikan dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya yang 

bersumber dari ketiga jenis pajak tersebut. 

3.2.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dengan pendekatan data periodik (time series) menggunakan data berupa laporan 

target dan realisasi pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak parkir serta PAD 

Kota Samarinda selama periode 2017 sampai dengan 2021. Metode deskriptif 

bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan 

data-data yang telah tersedia sebelumnya, sehingga data tersebut dapat dianalisis 

dan dideskripsikan sesuai dengan fakta-fakta yang ada untuk bisa diambil sebuah 

kesimpulan. 

3.3 Jenis Data dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data keuangan dengan pendekatan runtut 

waktu atau time series. Data yang digunakan untuk penelitian mencakup target 

dan realisasi pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak parkir, dan PAD Kota 

Samarinda. Rentang waktu yang dianalisis dalam penelitian ini melibatkan 

periode dari tahun 2017 hingga 2021. Pendekatan time series ini memungkinkan 

peneliti untuk melihat dan menganalisis perkembangan data sepanjang periode 

waktu yang ditentukan, memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja 

pajak dan PAD di Kota Samarinda selama lima tahun terakhir. 
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3.3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada penggunaan data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Samarinda. Dalam konteks ini, data sekunder merujuk pada informasi yang telah 

diolah atau dipelajari oleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitiannya. 

Jenis data sekunder yang digunakan meliputi laporan sejarah, catatan, atau 

dokumentasi pendukung yang telah disusun atau dikeluarkan oleh BAPENDA. 

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mengevaluasi 

kinerja serta aspek-aspek terkait lainnya dengan menggunakan data yang telah 

ada, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait 

pengelolaan pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir di Kota 

Samarinda. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan 

digunakan sebagai metode pengumpulan data. Pendekatan ini memanfaatkan data 

berupa laporan target dan realisasi penerimaan PAD, pajak penerangan jalan, 

pajak restoran, serta pajak parkir dari tahun 2017 hingga 2021. Data ini diperoleh 

melalui sumber informasi yang berasal dari BAPENDA Kota Samarinda. 

Pendekatan ini memastikan kehandalan data dan memberikan dasar yang kokoh 

untuk analisis dalam kerangka penelitian ini. Selanjutnya, dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa literature, jurnal, dan dokumen penunjang penelitian 

lainnya sebagai pendukung hasil peneltian ini. 
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3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan 

perhitungan tingkat efektivitas dan kontribusi dari pajak penerangan jalan, pajak 

restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda selama 

periode lima tahun, yakni dari tahun 2017 hingga 2021. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pengumpulan 

pajak dan dampak kontribusi masing-masing pajak terhadap total pendapatan asli 

daerah. Analisis data ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran 

dan efektivitas ketiga jenis pajak dalam mendukung keuangan daerah selama 

periode waktu yang ditentukan. 

3.5.1 Analisis Efektivitas 

Menurut Sondang dalam Arkea & Dewi (2017) menyatakan bahwa 

penggunaan sarana, prasarana, dan sumber daya dalam jumlah yang telah 

ditentukan untuk menghasilkan berbagai macam barang atas jasa kegiatan yang 

dilakukan inilah yang disebut dengan efektivitas. Definisi ini membawa pada 

kesimpulan bahwa efektivitas selalu berkorelasi erat dengan hasil yang ingin 

dicapai dengan hasil yang sebenarnya. Efektivitas suatu organisasi adalah ukuran 

seberapa baik kinerjanya dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi mampu 

mencapai hasil yang diinginkan, maka organisasi tersebut dianggap efektif. 

Sedangkan menurut Mahmudi dalam Lamia et al., (2015) mengemukaan bahwa 

hubungan antara output dan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dikenal sebagai 

efektivitas.  
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Untuk menghitung tingkat efektivitas pajak penerangan jalan, pajak 

restoran, dan pajak parkir terhadap PAD Kota Samarinda dapat menggunakan 

rumus berikut: 

Efektivitas = 
                           

                        
 x 100% ......................................... …..3.7 

 

Keterangan: 

1. Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan pajak pada 

periode tertentu yang dibayar oleh pihak wajib pajak ke BAPENDA 

Kota Samarinda. 

2. Target pajak restoran adalah rencana tindakan mengenai jumlah pajak 

yang ingin dicapai oleh BAPENDA Kota Samarinda. 

Dengan asumsi sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Tingkat Mengukur Efektivitas 

Persentase Efektivitas Kriteria 

>100% 

90% - 100% 

80% - 90% 

60% - 80% 

<60% 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006  
 

3.5.2 Analisis Kontribusi 

Menurut Mahmudi dalam Lamia et al., (2015) menjelaskan bahwa istilah 

kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besar pajak daerah meningkatkan 

pendapatan daerah. Dengan melakukan perbandingan antara penerimaan pajak 

daerah dan pendapatan asli daerah dalam suatu periode tertentu, kontribusi dapat 

diukur. Hasil perbandingan yang menunjukkan nilai lebih besar mengindikasikan 
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kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang lebih signifikan. 

Sebaliknya, jika hasil perbandingan lebih kecil, hal ini menandakan bahwa 

kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah lebih rendah. 

Untuk menghitung tingkat kontribusi pajak penerangan jalan, pajak 

restoran, dan pajak parkir terhadap PAD Kota Samarinda dapat menggunakan 

rumus berikut: 

Kontribusi = 
                          

                        
 x 100% .......................................... …..3.8 

 

Keterangan: 

1. Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan pajak pada 

periode tertentu yang dibayar oleh pihak wajib pajak ke BAPENDA 

Kota Samarinda. 

2. Realisasi PAD adalah jumlah penerimaan PAD pada periode tertentu 

yang berhasil dihimpun oleh BAPENDA Kota Samarinda. 

Dengan asumsi sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Tingkat Mengukur Kontribusi 

Persentase Kontribusi Kriteria 

0,00% - 10% 

10,10% - 20% 

20,10% - 30% 

30,10% - 40% 

40,10% - 50% 

Sangat Kurang 

Kurang 

Sedang 

Cukup Baik 

Baik 

>50% Sangat Baik 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006  
 

 

 

 



 
 

36 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Visi dan Misi Badan Pendapatan Dearah Kota Samarinda 

Visi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda ialah 

mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel dengan tujuan 

mencapai struktur pendapatan yang kuat dan mandiri. Visi ini mencerminkan 

komitmen BAPENDA Kota Samarinda untuk mengelola dengan efisien dan 

transparan sumber pendapatan daerah, serta membangun fondasi pendapatan yang 

kokoh dan mandiri. Dengan demikian, visi ini menjadi landasan untuk melahirkan 

kebijakan dan strategi yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan 

pendapatan daerah serta menciptakan kemandirian keuangan yang berkelanjutan 

bagi Kota Samarinda.  

Sedangkan, misi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda terbagi 

menjadi tiga diantaranya adalah: 

1. Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan yang efektif, responsive dan 

akuntabel; 

2. Mewujudkan pengelolaan potensi pendapatan daerah dalam upaya 

optimalisasi peningkatan pendapatan daerah; dan 

3. Menumbuhkembangkan kesadaran, kepatuhan, dan kepatutan 

masyarakat dalam membayar pajak. 

 



37 
 

 
 

4.1.2 Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda 

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2006 yang mengatur 

tentang tanggung jawab, fungsi, dan tata kerja struktur organisasi Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda, menjadi dasar penyusunan 

organisasi dan tata kerja lembaga tersebut. Tugas BAPENDA adalah membantu 

Walikota dalam menjalankan tugas penunjang di bidang pemerintahan sektor 

keuangan, khususnya bagian pendapatan daerah yang menjadi kewenangan 

masing-masing daerah. Selain menangani pengelolaan pendapatan daerah yang 

berasal dari pajak dan retribusi daerah, BAPENDA juga memiliki tanggung jawab 

dalam merencanakan kebijakan perencanaan operasional program organisasi yang 

menerima dana melalui dana perimbangan. Dana perimbangan ini mencangkup 

alokasi dana hasil pajak, alokasi dana dari sumber selain pajak, dana alokasi 

umum, dana alokasi khusus, dana hasil pajak daerah, serta dana yang bersumber 

dari pemerintah provinsi. Lebih lanjut, BAPENDA juga memiliki kewajiban 

untuk mengelola akuntansi dan melaksanakan anggaran pendapatan sesuai dengan 

sistem akuntansi daerah yang berlaku. Adapun, fungsi Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Samarinda diantaranya adalah: 

1. Melaksanakan perancangan rencana strategis, penyusunan rencana 

kerja, dan pengelolaan anggaran badan secara terintegrasi. Selain itu, 

juga mengembangkan strategi-strategi yang efektif untuk mencapai 

tujuan badan. 
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2. Menyelenggarakan pelaksanaan dokumen anggaran badan untuk 

memastikan bahwa setiap aspek anggaran dijalankan sesuai dengan 

rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

3. Menyusun kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur badan 

sebagai bagian dari perumusan kerangka kerja yang jelas dan 

terstruktur. 

4. Menetapkan kebijakan, merancang proses bisnis, menetapkan standar, 

dan mengembangkan prosedur operasional untuk badan. 

5. Merencanakan, mengelola, mengembangkan, serta mengendalikan 

pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah dan pendapatan 

denda pajak daerah. 

6. Berkoordinasi dalam merencanakan, mengembangkan, dan 

mengendalikan pendapatan daerah mencakup sejumlah aspek, 

termasuk retribusi daerah, hasil penjualan Barang Milik Daerah 

(BMD) yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak 

dipisahkan, pendapatan dari kerja sama antar daerah, hasil dari 

pengelolaan dana bergulir, dan penerimaan dari denda retribusi 

daerah. Proses ini menuntut keselarasan dan sinergi dalam mengelola 

beragam sumber pendapatan untuk mendukung keberlanjutan 

keuangan daerah. 

7. Bertanggung jawab dalam pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan terhadap pelayanan, sekaligus melakukan pengumpulan 

pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan penjualan Barang Milik 
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Daerah (BMD) yang tidak terpisah, hasil dari pemanfaatan BMD yang 

tidak terpisah, hasil dari kerja sama antardaerah, hasil pengelolaan 

dana bergulir, serta administrasi dana yang berasal dari sanksi pajak 

daerah dan retribusi daerah. 

8. Memberikan arahan teknis dan mengawasi pelaksanaan layanan serta 

manajemen pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan, dan 

pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah, 

pengelolaan dana bergulir, pendapatan dari denda pajak daerah, dan 

pendapatan dari retribusi daerah. 

9. Merencanakan penerapan pendapatan asli daerah lainnya yang 

dipertanggungjawabkan, seperti keuntungan yang diperoleh dari 

penjualan BMD, penukaran, dan hasil dana dari pemanfaatan BMD. 

10. Melaksanakan kesekretariatan badan. 

11. Mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, melaporkan, dan 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas badan dengan tujuan 

mencapai sinergi dan kinerja yang optimal.  

12. Menyelenggarakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Walikota. 

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda 

Struktur organisasi Badan Pendapatan Dearah Kota Samarinda diatur 

dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Penjabaran 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah terbagi menjadi 

beberapa bagian diantaranya adalah: 
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1. Kepala Badan 

2. Sekretaris, dengan membawahi beberapa sub bagian (subbag) yaitu: 

a. Subbag Perencanaan Program; 

b. Subbag Keuangan; dan 

c. Subbag Umum dan Kepegawaian. 

3. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi, dengan membawahi 

beberapa sub bidang (subbid) yaitu: 

a. Subbid Perencanaan Pendapatan Daerah; 

b. Subbid Teknologi Informasi; dan  

c. Subbid Pengumpulan dan Pengolahan Data. 

4. Bidang Pajak Self Assesment, dengan membawahi beberapa sub 

bidang (subbid) yaitu: 

a. Subbid Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan; 

b. Subbid Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea 

Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan; dan 

c. Subbid Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. 

5. Bidang Pajak Official Assesment, dengan membawahi beberapa sub 

bagian (subbid) yaitu: 

a. Subbid Pajak Bumi dan Bangunan I; 

b. Subbid Pajak Bumi dan Bangunan II; dan 

c. Subbid Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah. 
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6. Bidang Pengendalian, dengan membawahi beberapa sub bidang 

(subbid) yaitu: 

a. Subbid Penyuluhan dan Pengaduan; 

b. Subbid Pengawasan dan Pemeriksaan; dan 

c. Subbid Penindakan. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional; serta 

8. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT). 

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang 

Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah, 

masing-masing bagian dari struktur organisasi di atas memiliki tugas pokok, 

yaitu: 

1. Kepala Badan 

Kepala Badan memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan 

dukungan kepada Walikota dalam menjalankan berbagai aspek urusan 

pemerintahan, dengan fokus khusus pada bidang keuangan dan 

pendapatan daerah yang merupakan domain kewenangan daerah. 

Tugasnya melibatkan koordinasi serta penyelenggaraan berbagai 

aktivitas yang terkait dengan manajemen keuangan daerah, termasuk 

perencanaan, pengawasan, dan pelaporan untuk memastikan efisiensi 

dan keberlanjutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 
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2. Sekretaris 

Sekretaris memiliki tanggung jawab mencakup pengorganisasian dan 

penyiapan program, pengawasan terhadap kegiatan pegawai, 

manajemen keuangan, peralatan, dan tata usaha kantor. Selain itu, 

sekretaris bertugas untuk memberikan dukungan administratif kepada 

seluruh komponen organisasi di lingkungan instansi. Tugasnya juga 

melibatkan pengelolaan barang milik instansi, serta pelaksanaan 

evaluasi dan penyusunan laporan terkait dengan kinerja dan aktivitas 

instansi tersebut. 

3. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi 

Bidang perencanaan dan sistem informasi memiliki tanggung jawab 

yang luas, termasuk dalam menegakkan peraturan, mengendalikan, 

membimbing, dan mengawasi sektor perencanaan dan sistem 

informasi. Tujuan utamanya adalah merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan terkait dengan perencanaan serta pengelolaan sistem 

informasi. Dengan demikian, bidang ini berperan penting dalam 

menyelaraskan kegiatan perencanaan dengan pemanfaatan teknologi 

informasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara 

efektif dan efisien. 

4. Bidang Pajak Self Assessment 

Bidang pajak self-assessment memegang tanggung jawab yang 

mencakup pengawasan, pengaturan, pengendalian, dan pengembangan 

kebijakan terkait dengan pajak self-assessment. Tugasnya melibatkan 
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pelaksanaan kebijakan di bidang tersebut, yang mencakup aspek 

pemantauan dan pengelolaan. Selain itu, bidang ini bertanggung jawab 

dalam mengembangkan strategi dan langkah-langkah untuk 

memastikan keefektifan dan keberlanjutan pajak self-assessment, 

sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

5. Bidang Pajak Official Assessment 

Bidang pajak official assessment memiliki tanggung jawab utama 

dalam mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan 

kebijakan di sektor pajak official assessment. Tugasnya melibatkan 

pelaksanaan kebijakan terkait dengan penilaian resmi pajak. Ini 

mencakup pemantauan terhadap proses penilaian, pengelolaan aturan 

dan regulasi, serta pengembangan strategi untuk memastikan 

efektivitas dan keberlanjutan sistem pajak official assessment sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

6. Bidang Pengendalian 

Bidang pengendalian memiliki tanggung jawab untuk merancang dan 

mengimplementasikan kebijakan operasional. Tugasnya mencakup 

penilaian dan validasi terhadap pengawasan dan pemeriksaan terhadap 

objek pajak, menanggapi pengaduan, serta memberikan penyuluhan 

mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan 

lainnya. Dengan fokus pada efektivitas dan keberlanjutan, bagian ini 

berperan penting dalam memastikan kepatuhan serta optimalisasi 

penerimaan pendapatan daerah. 
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7. Bagian Jabatan Fungsional 

Bidang fungsional diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok 

yang berbeda sesuai dengan keterampilan dan sifatnya, serta 

menduduki berbagai tingkat jabatan fungsional. Pada bagian ini, 

tenaga fungsional senior ditunjuk untuk memainkan peran kunci 

dalam mengkoordinasikan serta memberikan pertanggungjawaban 

kepada kepala badan. Tugas utama mereka melibatkan koordinasi 

efektif antar unit dan penyampaian laporan berkala tentang kemajuan 

dan hasil pekerjaan kepada pimpinan badan. Selain itu, mereka juga 

bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada 

anggota tim di bawah kepemimpinannya, dengan tujuan mencapai 

kinerja dan hasil yang optimal sesuai dengan visi dan misi badan. 

8. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

Unit pelaksanaan teknis bertanggungjawab dalam melaksanakan 

teknis operasional badan yang ditugaskan untuk melakukan sebagaian 

dari tugas-tugas badan. UPT dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 

a. UPT Kelas A, yakni bertugas dalam membantu beban kerja besar 

dari satu subbag tata usaha dan bagian jabatan fungsional;  

b. UPT Kelas B, yakni bertugas dalam membantu beban kerja kecil 

dari pelaksana dan bagian jabatan fungsional. 
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4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Analisis Efektivitas Pajak 

Tujuan dari analisis efektivitas pajak adalah untuk mengevaluasi seberapa 

jauh pemerintah daerah berhasil dalam menghimpun pajak berdasarkan target 

penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, analisis 

efektivitas pajak berfungsi sebagai alat untuk membandingkan target yang 

ditetapkan dengan pendapatan sebenarnya. Adapun hasil perhitungan efektivitas 

pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir di Kota Samarinda tahun 

2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut. 

4.2.1.1 Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan 

Berikut adalah hasil analisis efektivitas pajak penerangan jalan Kota 

Samarinda tahun 2017 sampai dengan 2021: 

Tabel 4.1 Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan 
No. Tahun Target Realisasi Penerimaan Efektivitas 

1 2017 Rp92.000.000.000,00 Rp 99.139.806.032,02 107,76% 

2 2018 Rp101.000.000.000,00 Rp106.546.728.604,13     105,49% 

3 2019 Rp110.000.000.000,00    Rp110.366.395.103,50 100,33% 

4 2020 Rp96.900.000.000,00 Rp112.038.979.780,00 115,62% 

5 2021 Rp114.000.000.000,00 Rp110.379.460.234,00 96,82% 

 Rata-Rata 105,20% 

Sumber: Data diolah, 2024 

Dari tabel 4.1 menunjukkan hasil bahwa efektivitas pajak penerangan jalan 

di Kota Samarinda selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan 

nilai rata-rata sebesar 105,20%. Secara spesifik, efektivitas ini dapat 

diklasifikasikan sebagai sangat efektif dengan rentang nilai mulai dari 107,76% 

pada tahun 2017, 105,49% pada tahun 2018, 100,33% pada tahun 2019, 115,62% 

pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan menjadi efektif dengan nilai 

96,82% pada tahun 2021. 
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4.2.1.2 Analisis Efektivitas Pajak Restoran 

Berikut adalah hasil analisis efektivitas pajak restoran Kota Samarinda 

tahun 2017 sampai dengan 2021: 

Tabel 4.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran 
No. Tahun Target Realisasi Penerimaan Efektivitas 

1 2017 Rp44.500.000.000,00 Rp44.947.506.757,27 101,01% 

2 2018 Rp52.500.000.000,00 Rp57.135.686.655,37 108,83% 

3 2019 Rp61.000.000.000,00 Rp70.734.847.010,81 115,96% 

4 2020 Rp24.400.000.000,00 Rp48.043.359.230,12 196,90% 

5 2021 Rp57.000.000.000,00 Rp61.204.829.537,17 107,38% 

 Rata-Rata 126,01% 

Sumber: Data diolah, 2024 

Dari tabel 4.2 menunjukkan hasil bahwa efektivitas pajak restoran di Kota 

Samarinda selama tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki nilai rata-rata 

sebesar 126,01% dengan kriteria sangat efektif dengan rentang nilain mulai dari 

101,01% pada tahun 2017, 108,83% pada tahun 2018, 115,96% pada tahun 2019, 

196,90% pada tahun 2020 dan 107,38% pada tahun 2021. 

4.2.1.3 Analisis Efektivitas Pajak Parkir 

Berikut adalah hasil analisis efektivitas pajak parkir Kota Samarinda tahun 

2017 sampai dengan 2021:  

Tabel 4.3 Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir 
No. Tahun Target Realisasi Penerimaan Efektivitas 

1 2017 Rp8.500.000.000,00 Rp7.742.567.960,00 91,09% 

2 2018 Rp8.500.000.000,00 Rp8.998.503.795,00 105,86% 

3 2019 Rp9.550.000.000,00 Rp10.010.995.904,00 104,83% 

4 2020 Rp6.500.000.000,00 Rp6.445.863.062,49 99,17% 

5 2021 Rp7.000.000.000,00 Rp8.080.913.065,51 115,44% 

 Rata-Rata 103,27% 

Sumber: Data diolah, 2024 

Dari tabel 4.3 menunjukkan hasil bahwa efektivitas pajak parkir di Kota 

Samarinda selama tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki nilai rata-rata 

sebesar 103,27% dengan kriteria sangat efektif. Di mulai dari kriteria efektif 

sebesar 91,09% pada tahun 2017, kemudian meningkat menjadi sangat efektif 
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sebesar 105,86% pada tahun 2018 dan 104,83% pada tahun 2019 lalu kembali 

menurun menjadi efektif sebesar 99,17% pada tahun 2020 dan mengalami 

peningkatan kembali menjadi sangat efektif sebesar 115,44% pada tahun 2021. 

4.2.2 Analisis Kontribusi Pajak 

Analisis kontribusi pajak dimaksudkan untuk melakukan evaluasi yang 

komprehensif terhadap persentase kontribusi atau sumbangsih yang dapat 

dihasilkan oleh pendapatan pajak dari sektor penerangan jalan, restoran, dan 

parkir terhadap total pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Fokus utama dari 

analisis ini adalah untuk memahami sejauh mana dampak yang signifikan dari 

sektor-sektor tersebut terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah. Adapun 

hasil perhitungan kontribusi pajak atas penerangan jalan, restoran, dan parkir 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda tahun 2017 sampai 

dengan 2021 sebagai berikut. 

4.2.2.1 Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

Berikut adalah hasil analisis kontribusi pajak penerangan jalan terhadap 

Pendapatan Asli Dearah (PAD) Kota Samarinda tahun 2017 sampai dengan 2021: 

Tabel 4.4 Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

No. Tahun 
Realisasi Pajak 

Penerangan Jalan 
Realisasi PAD Kontribusi 

1 2017 Rp 99.139.806.032,02 Rp517.499.223.222,34  19,15% 

2 2018 Rp106.546.728.604,13     Rp499.229.231.885,96     21,34% 

3 2019    Rp110.366.395.103,50    Rp560.679.282.248,81 19,68% 

4 2020 Rp112.038.979.780,00 Rp485.143.157.813,33 23,09% 

5 2021 Rp110.379.460.234,00 Rp594.801.655.082,71 18,55% 

 Rata-Rata 20,36% 

Sumber: Data diolah, 2024 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan kontribusi pajak penerangan jalan 

terhadap penerimaan PAD Kota Samarinda selama tahun 2017 sampai dengan 
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2021 memiliki nilai rata-rata sebesar 20,36% dengan kriteria sedang. Di mulai 

dari kriteria kurang sebesar 19,15% pada tahun 2017, kemudian meningkat mejadi 

sedang sebesar 21,34% pada tahun 2018, lalu kembali menurun menjadi kurang 

sebesar 19,68% pada tahun 2019, selanjutnya meningkat menjadi sedang sebesar 

23,09% pada tahun 2020 dan kembali menurun menjadi kurang sebesar 18,55% 

pada tahun 2021. 

4.2.2.2 Analisis Kontribusi Pajak Restoran 

Berikut adalah hasil analisis kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan 

Asli Dearah (PAD) Kota Samarinda tahun 2017 sampai dengan 2021: 

Tabel 4.5 Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran 

No. Tahun 
Realisasi Pajak 

Restoran 
Realisasi PAD Kontribusi 

1 2017 Rp44.947.506.757,27 Rp517.499.223.222,34 8,68% 

2 2018 Rp57.135.686.655,37 Rp499.229.231.885,96 11,44% 

3 2019 Rp70.734.847.010,81 Rp560.679.282.248,81 12,61% 

4 2020 Rp48.043.359.230,12 Rp485.143.157.813,33 9,90% 

5 2021 Rp61.204.829.537,17 Rp594.801.655.082,71 10,28% 

 Rata-Rata 10,58% 

Sumber: Data diolah, 2024 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diperoleh hasil bahwa kontribusi pajak 

restoran terhadap penerimaan PAD Kota Samarinda selama tahun 2017 sampai 

dengan 2021 memiliki nilai rata-rata sebesar 10,58% dengan kriteria kurang. Di 

mulai dari kriteria sangat kurang sebesar 8,68% pada tahun 2017, kemudian 

meningkat mejadi kurang sebesar 11,44% pada tahun 2018, lalu meningkat 

menjadi kurang sebesar 12,61% pada tahun 2019, selanjutnya menurun menjadi 

sangat kurang sebesar 9,90% pada tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 

kurang sebesar 10,28% pada tahun 2021. 
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4.2.2.3 Analisis Kontribusi Pajak Parkir 

Berikut adalah hasil analisis kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan 

Asli Dearah (PAD) Kota Samarinda tahun 2017 sampai dengan 2021: 

Tabel 4.6 Perhitungan Kontribusi Pajak Parkir 

No. Tahun 
Realisasi Pajak 

Parkir 
Realisasi PAD Kontribusi 

1 2017 Rp7.742.567.960,00 Rp517.499.223.222,34 1,49% 

2 2018 Rp8.998.503.795,00 Rp499.229.231.885,96 1,80% 

3 2019 Rp10.010.995.904,00 Rp560.679.282.248,81 1,78% 

4 2020 Rp6.445.863.062,49 Rp485.143.157.813,33 1,32% 

5 2021 Rp8.080.913.065,51 Rp594.801.655.082,71 1,35% 

 Rata-Rata 1,54% 

Sumber: Data diolah, 2024 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diperoleh hasil bahwa kontribusi pajak parkir 

terhadap penerimaan PAD Kota Samarinda selama tahun 2017 sampai dengan 

2021 memiliki nilai rata-rata sebesar 1,54% dengan kriteria sangat kurang mulai 

dari 1,49% pada tahun 2017, 1,80% pada tahun 2018, 1,78% pada tahun 2019, 

1,32% pada tahun 2020 dan 1,35% pada tahun 2021. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak penerangan jalan 

Kota Samarinda selama tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki nilai rata-rata 

sebesar 105,20%. Secara spesifik, efektivitas ini dapat diklasifikasikan sebagai 

sangat efektif dengan rentang nilai mulai dari 107,76% pada tahun 2017, 105,49% 

pada tahun 2018, 100,33% pada tahun 2019, 115,62% pada tahun 2020, kemudian 

mengalami penurunan menjadi efektif dengan nilai 96,82% pada tahun 2021. Pada 

tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan melemahnya 

perekonomian dan daya beli masyarakat terhadap daya listrik, sehingga terjadi 
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penurunan target penerimaan pada pajak penerangan jalan. Meskipun demikian, 

pada tahun 2020 realisasi pajak penerangan jalan tetap mampu mencapai target 

yang ditetapkan dan meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 terjadi 

penurunan realisasi dari tahun sebelumnya. Sehingga, tingkat efektivitas pajak 

penerangan jalan pun menjadi menurun. Meskipun menghadapi tantangan 

tersebut, sektor ini tetap menunjukkan daya tahan yang baik dengan mencapai 

kinerja positif dalam realisasi penerimaan pajak pada periode lainnya. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan konsep teori daya beli. Peningkatan 

daya beli masyarakat terhadap tenaga listrik secara langsung berdampak pada 

peningkatan jumlah pajak yang wajib dibayarkan atas penggunaan tenaga listrik. 

Dalam hal ini, seiring meningkatnya daya beli masyararakat maka efektivitas 

pajak daerah dari sektor tenaga listrik juga mengalami peningkatan. Dengan kata 

lain, semakin tinggi daya beli masyarakat terhadap tenaga listrik, semakin besar 

pula pajak daerah dari sektor tenaga listrik tersebut. Hal ini mencerminkan 

keterkaitan langsung antara tingkat daya beli masyrakat terhadap tenaga listrik 

dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. 

Selanjutnya, kontribusi pajak atas penerangan jalan terhadap penerimaan 

PAD Kota Samarinda selama tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki nilai rata-

rata sebesar 20,36% dengan kriteria sedang. Di mulai dari kriteria kurang sebesar 

19,15% pada tahun 2017, kemudian meningkat mejadi sedang sebesar 21,34% 

pada tahun 2018, lalu kembali menurun menjadi kurang sebesar 19,68% pada 

tahun 2019, selanjutnya meningkat menjadi sedang sebesar 23,09% pada tahun 

2020 dan kembali menurun menjadi kurang sebesar 18,55% pada tahun 2021. 
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Kontribusi yang diberikan pajak atas penerangan jalan terhadap PAD Kota 

Samarinda selama tahun 2017 sampai dengan 2021 termasuk dalam kriteria 

sedang. Hal ini karena Pajak atas penerangan jalan ialah jenis pajak daerah dengan 

realisasi penerimaan tertinggi di Kota Samarinda.  Ini dapat terjadi karena 

tingginya jumlah penduduk di Kota Samarinda. Sehingga, menyebabkan besarnya 

tingkat konsumsi listrik di Kota Samarinda. Besarnya tingkat konsumsi tenaga 

listrik di Kota Samarinda ini merupakan akibat dari adanya peningkatan 

pembangunan baik dari sektor sosial, bisnis, rumah tangga, industri, serta 

pemerintahan yang memerlukan penggunaan tenaga listrik untuk mendukung 

aktivitas dalam sektor-sektor tersebut. Di mana telah tercatat sekitar 300 ribu lebih 

jumlah pelanggan listrik PLN di Kota Samarinda. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan konsep teori daya beli, yang 

menegaskan bahwa pemungutan pajak tidak hanya berkaitan dengan kepentingan 

satu pihak, melainkan merupakan kepentingan bersama antara masyarakat dan 

pemerintah daerah. Oleh karena itu, apabila masyarakat sebagai wajib pajak tetap 

patuh dalam membayar pajak, hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan PAD. 

Di mana PAD tersebut dihimpun dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat 

dan pembangunan daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD maka semakin tinggi 

pula kesejahteraan masyarakat dan daerah. Peningkatan daya beli masyarakat 

terhadap tenaga listrik secara langsung berdampak pada peningkatan jumlah pajak 

yang wajib dibayarkan atas penggunaan tenaga listrik. Dalam hal ini, seiring 

meningkatnya daya beli masyararakat maka kontribusi pajak daerah dari sektor 

tenaga listrik juga mengalami peningkatan. Dengan kata lain, semakin tinggi daya 
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beli masyarakat terhadap tenaga listrik, semakin besar pula penerimaan PAD dari 

sektor pajak daerah yang terkait. Hal ini mencerminkan keterkaitan langsung 

antara tingkat daya beli masyrakat dan kontribusi pajak dari sektor tenaga listrik 

dalam meningkatkan penerimaan daerah. 

Penerimaan pajak penerangan jalan yang memiliki kontribusi dengan 

kriteria sedang terhadap penerimaan PAD Kota Samarinda menunjukkan bahwa 

peranan yang dimiliki pajak penerangan jalan terhadap PAD Kota Samarinda 

cukup besar dan hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat dan pemerintah daerah 

berhasil dalam menjalankan perannya, di mana masyarakat secara taat membayar 

kewajiban pajaknya dan pemerintah menghimpun penerimaan pajak tersebut 

untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat dan daerah.  

Pemerintah daerah Kota Samarinda membiayai penggunaan daya listrik 

untuk penerangan jalan, yang menerangi jalan umum. Dengan demikian, dana 

hasil pajak penerangan jalan ini digunakan untuk mendanai pemeliharaan dan 

perbaikan lampu jalan serta penerangan jalan umum. Pajak penerangan jalan 

menjadi pajak yang unggulan karena adanya peningkatan kondisi ekonomi di 

Kota Samarinda, khususnya pada kegiatan perekonomian serta pencahayaan jalan 

pada malam hari yang memerlukan pencahayaan. Sehingga, pajak penerangan 

jalan memiliki peranan yang cukup baik terhadap penerimaan PAD. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu jenis pajak daerah yang meberikan 

kontribusi cukup besar terhadap penerimaan dan peningkatan PAD Kota 

Samarinda adalah pajak penerangan jalan.  
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Penelitian Veronika & Akbar (2022) yang menyatakan bahwa pajak 

penerangan jalan memberikan kontribusi dengan kriteria sedang terhadap 

penerimaan PAD sejalan dengan hasil penelitian ini. Sedangkan, penelitian Kader 

et al., (2023) yang menyatakan bahwa pajak penerangan jalan memberikan 

kontribusi dengan kriteria sangat kurang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini. 

4.3.2 Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap 

Pendapatan Asli Dearah  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran di Kota 

Samarinda selama tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki nilai rata-rata 

sebesar 126,01% dengan kriteria sangat efektif mulai dari 101,01% pada tahun 

2017, 108,83% pada tahun 2018, 115,96% pada tahun 2019, 196,90% pada tahun 

2020 dan 107,38% pada tahun 2021. Realisasi penerimaan pajak dari sektor 

restoran secara konsisten berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dengan 

pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2020 

terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan 

dampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan melemahnya bisnis restoran dan 

rumah makan. Krisis kesehatan global tersebut menyebabkan penurunan jumlah 

pelanggan dan aktivitas masyarakat di luar rumah, yang berdampak langsung pada 

penerimaan pajak restoran. Meskipun demikian, pada tahun 2021, terjadi 

pemulihan yang signifikan dengan realisasi penerimaan pajak restoran kembali 

mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan adaptasi dan pemulihan sektor 

restoran dari dampak pandemi, yang pada gilirannya memberikan kontribusi 

positif terhadap pendapatan pajak daerah. 
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Selanjutnya, kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan PAD Kota 

Samarinda selama tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki nilai rata-rata 

sebesar 10,58% dengan kriteria kurang. Di mulai dari kriteria sangat kurang 

sebesar 8,68% pada tahun 2017, kemudian meningkat mejadi kurang sebesar 

11,44% pada tahun 2018, lalu meningkat menjadi kurang sebesar 12,61% pada 

tahun 2019, selanjutnya menurun menjadi sangat kurang sebesar 9,90% pada 

tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi kurang sebesar 10,28% pada tahun 

2021. 

Kontribusi yang diberikan pajak atas restoran terhadap penerimaan PAD 

Kota Samarinda selama tahun 2017-2021 termasuk dalam kriteria kurang. 

Mengingat Kota Samarinda selalu mengalami peningkatan jumlah restoran dan 

rumah makan di setiap tahunnya, maka seharusnya penerimaan dari pajak restoran 

terhadap PAD bisa lebih optimal. Penyebab kontribusi pajak restoran terhadap 

penerimaan PAD di Kota Samarinda yang rendah dapat disebabkan oleh 

kurangnya kejujuran pemilik restoran dan usaha rumah makan dalam melaporkan 

omzet, keberadaan pemilik restoran dan usaha rumah makan yang belum terdaftar 

sebagai wajib pajak, serta kesadaran para pemilik restoran dan usaha rumah 

makan yang masih rendah terkait pentingnya membayar pajak. 

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan prinsip teori daya beli yang 

mengklaim bahwa pajak memiliki dampak positif bagi semua pihak, baik 

masyarakat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, dengan masyarakat 

sebagai wajib pajak yang patuh dalam pembayaran pajak, diharapkan dapat 

meningkatkan penerimaan PAD. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan PAD cenderung rendah. 

Banyaknya jumlah restoran dan rumah makan di Kota Samarinda menunjukkan 

tingginya tingkat daya beli masyarakat terhadap restoran dan rumah makan. 

Dengan semakin tingginya daya beli masyarakat pada restoran dan rumah makan, 

maka seharusnya jumlah pajak restoran yang terima juga tinggi. Sehingga, dapat 

meningkatkan penerimaan PAD. 

Penerimaan pajak restoran yang memiliki kontribusi dengan kriteria 

kurang terhadap penerimaan PAD Kota Samarinda menandakan bahwa peran 

pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah masih tergolong kecil. Kondisi ini 

dapat dipahami sebagai dampak dari kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam 

melaksanakan pembayaran pajak restoran. Kurangnya kesadaran ini 

mengakibatkan kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran tidak mencapai 

tingkat maksimal, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap PAD 

Kota Samarinda. Masih adanya pengusaha restoran dan rumah makan yang 

melaporkan dan menyetor pajak ke kas daerah dengan nominal yang tidak 

mencerminkan omzet mereka yang sebenarnya. Selain itu, masih ada pengusaha 

restoran dan rumah makan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan tindak lanjut oleh BAPENDA Kota Samarinda, yang 

melibatkan pendataan ulang terkait jumlah restoran dan rumah makan di wilayah 

Kota Samarinda. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan 

ketepatan dalam pemungutan pajak, serta memastikan bahwa seluruh pengusaha 

di sektor restoran tersebut terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.  
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Penelitian Veronika & Akbar (2022) dan Dantes & Lasminiasih (2021) 

yang menyatakan bahwa pajak restoran memberikan kontribusi dengan kriteria 

sangat kurang terhadap penerimaan PAD sejalan dengan hasil penelitian ini. 

Sedangkan, penelitian Fitriano & Ferina (2021) yang menyatakan pajak restoran 

memberikan kontribusi dengan kriteria sangat baik terhadap penerimaan PAD 

tidak sejalan dengan hasil penelitian ini. 

4.3.3 Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak parkir di Kota 

Samarinda selama tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki nilai rata-rata 

sebesar 103,27% dengan kriteria sangat efektif. Di mulai dari kriteria efektif 

sebesar 91,09% pada tahun 2017, kemudian meningkat menjadi sangat efektif 

sebesar 105,86% pada tahun 2018 dan 104,83% pada tahun 2019, lalu kembali 

menurun menjadi efektif sebesar 99,17% pada tahun 2020 dan mengalami 

peningkatan kembali menjadi sangat efektif sebesar 115,44% pada tahun 2021. 

Realisasi pendapatan dari pajak parkir selalu berhasil melampaui target yang 

ditetapkan, mencatat peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2017 

dan 2020. Pada periode tersebut, terjadi penurunan yang dipengaruhi oleh 

kurangnya kesadaran dari wajib pajak parkir dalam membayar pajak tepat waktu. 

Tidak hanya itu, dampak pandemi covid-19 pada tahun 2020 juga ikut berperan 

signifikan. Penutupan pusat perbelanjaan, restoran, rumah makan, dan tempat 

hiburan lainnya sebagai langkah untuk mengatasi pandemi menyebabkan 

penurunan pendapatan dari pajak parkir karena berkurangnya aktivitas dan 
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mobilitas masyarakat. Situasi ini menyoroti sejauh mana faktor-faktor eksternal 

dapat memengaruhi kinerja dan penerimaan dari sektor pajak parkir. 

Kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan PAD Kota Samarinda selama 

tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki nilai rata-rata sebesar 1,54% dengan 

kriteria sangat kurang. Di mulai dari 1,49% pada tahun 2017, 1,80% pada tahun 

2018, 1,78% pada tahun 2019, 1,32% pada tahun 2020 dan 1,35% pada tahun 

2021. Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sangat potensial. 

Namun, penerimaan pajak parkir masih terhitung kecil. Hal ini terjadi karena 

adanya pandemi Covid-19 yang muncul pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 

2020 dan mengguncang perekonomian negara ini, terutama pada sektor 

pariwisata, hingga pada titik hampir melumpuhkannya. Dampaknya sangat nyata 

di tempat-tempat rekreasi dan destinasi wisata, yang menjadi sunyi karena 

diberlakukannya pembatasan sosial. Beban operasional yang melebihi pendapatan 

menjadi tantangan serius bagi pengusaha di industri pariwisata. Banyak dari 

mereka, dihadapkan pada situasi yang sulit dan memilih untuk beristirahat atau 

bahkan menghentikan operasional bisnis mereka. Keputusan ini diambil sebagai 

langkah bertahan di tengah ketidakpastian dan kesulitan finansial yang melanda 

industri pariwisata tersebut. 

Selain dampak pandemi Covid-19 yang melanda Kota Samarinda, faktor 

lain yang mempengaruhi minimnya kontribusi pajak parkir terhadap PAD adalah 

potensi pendapatan pajak parkir yang masih besar di Kota Samarinda. Potensi 

pajak parkir masih dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. 

Oleh karena itu, diharapkan bagi para pemilik usaha dapat proaktif mendaftarkan 
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diri sebagai wajib pajak, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Namun, kurangnya 

komunikasi antara para wajib pajak dan BAPENDA Kota Samarinda menjadi 

hambatan. Hal ini menyulitkan BAPENDA dalam menggali potensi pajak parkir 

yang ada di Kota Samarinda. Oleh karena itu, perlu ditekankan pentingnya 

memperkuat komunikasi antara wajib pajak dan BAPENDA. Kolaborasi yang erat 

antara keduanya akan menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak 

parkir, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan PAD Kota Samarinda 

secara keseluruhan. 

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan prinsip teori daya beli yang 

menyatakan bahwa pajak memiliki dampak positif bagi semua pihak, baik 

masyarakat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak yang 

patuh dalam pembayaran pajak, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan 

PAD. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pajak parkir 

dalam kontribusinya terhadap PAD cenderung tergolong rendah. Mengingat 

pertumbuhan yang terus meningkat pada jumlah kendaraan bermotor di Kota 

Samarinda, seharusnya potensi penerimaan dari pajak parkir dapat dioptimalkan 

untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan PAD. Banyaknya 

jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda ini menjadi potensi yang besar 

terhadap penerimaan pajak parkir karena setiap masyarakat yang beraktivitas 

diluar rumah pasti memerlukan tempat parkir untuk penitipan kendaraannya. 

Pajak parkir di Kota Samarinda diantaranya bersumber dari pusat perbelanjaan 

(mall), hotel, tempat hiburan, swalayan atau mini market, dan rumah sakit umum 
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sehingga semakin tinggi daya beli atau daya kunjung masyarakat pada pusat 

perbelanjaan (mall), hotel, tempat hiburan, swalayan atau mini market dan rumah 

sakit umum maka semakin tinggi pula pajak parkir yang akan diterima oleh 

pemerintah daerah Kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya 

evaluasi terhadap keberlanjutan mekanisme pajak parkir dalam mendukung 

keuangan daerah. 

Penerimaan pajak dari sektor parkir memberikan kontribusi yang sangat 

minim terhadap penerimaan PAD Kota Samarinda menunjukkan bahwa peran 

pajak parkir terhadap PAD Kota Samarinda masih sangat terbatas. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sektor pajak parkir memiliki dampak finansial yang 

relatif kecil terhadap perekonomian daerah dan memerlukan perhatian lebih lanjut 

untuk meningkatkan kontribusinya. Berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang 

hampir menyamai jumlah penduduk di Kota Samarinda seharusnya penerimaan 

pajak parkir bisa lebih maksimal dalam membantu peningkatan penerimaan PAD. 

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir terhadap 

PAD masih sangat kurang dikarenakan masih rendah. Hal ini terjadi karena 

kurangnya komunikasi antara para wajib pajak dan BAPENDA Kota Samarinda, 

sehingga menyebabkan BAPENDA kesulitan dalam menggali potensi pajak parkir 

di Kota Samarinda. Adapun, salah satu potensi pajak parkir di Kota Samarinda 

ialah terdapat titik-titik retribusi parkir yang sangat memungkinkan untuk 

dikenakan pajak parkir seperti di Mall Samarinda Square, Mall Samarinda Central 

Plaza, serta Rumah Sakit Umum Daerah yang masih menjadikan bahu jalan 

sebagai tempat parkir di luar dari area parkir yang telah disediakan oleh pihak 
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pengelola mall dan rumah sakit tersebut. Faktor lain yang menyebabkan 

rendahnya kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Samarinda ialah masih 

adanya pengusaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak parkir serta masih 

adanya parkir liar yang berdampak pada penerimaan pajak parkir tidak masuk ke 

kas daerah melainkan menjadi penghasilan pribadi. Penelitian Mosal (2013) dan 

Nurweni & Nurlaila (2022) yang menyatakan bahwa pajak parkir memberikan 

kontribusi dengan kriteria sangat kurang terhadap penerimaan PAD sejalan 

dengan hasil penelitian ini. 

Realisasi penerimaan pajak ini menunjukkan pentingnya peran 

BAPENDA dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah. Secara khusus, realisasi 

penerimaan pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir menunjukkan 

kinerja yang konsisten di mana selalu dapat memenuhi target penerimaan yang 

telah ditetapkan. Besarnya realisasi penerimaan pajak antara tahun 2017 sampai 

dengan 2021 yang secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan, 

menunjukkan hal tersebut. Selain itu, pendapatan yang terus meningkat dari pajak 

penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir setiap tahunnya menandakan 

keberhasilan sistem dan prosedur yang telah diimplementasikan. Hal ini 

mencerminkan kemampuan BAPENDA dalam mengelola secara efektif seluruh 

proses penagihan serta pelaksanaan berbagai upaya untuk meningkatkan 

penerimaan dari ketiga jenis pajak tersebut. Keberhasilan ini dapat diatribusikan 

kepada sistem yang terstruktur dengan baik dan efektif dalam mengelola 

administrasi pajak, serta adanya inisiatif yang berhasil dilaksanakan untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pertumbuhan pendapatan 
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yang signifikan ini bukan hanya mencerminkan efektivitas proses, tetapi juga 

menjadi bukti konkrit kesuksesan strategi BAPENDA dalam mengoptimalkan 

pendapatan daerah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Efektivitas pajak penerangan jalan Kota Samarinda tahun 2017 sampai 

dengan 2021 memiliki rata-rata sebesar 105,20% dengan kategori sangat 

efektif. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD Kota Samarinda 

selama tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki rata-rata sebesar 20,36% 

dengan kategori sedang. Hal ini karena pajak penerangan jalan ialah pajak 

dengan realisasi penerimaan tertinggi dan faktor pendukung dalam 

peningkatan PAD melalui pajak penerangan jalan adalah besarnya tingkat 

konsumsi tenaga listrik di Kota Samarinda yang merupakan akibat dari 

adanya peningkatan pembangunan baik dari sektor sosial, bisnis, rumah 

tangga, industri, serta pemerintahan yang memerlukan penggunaan tenaga 

listrik untuk mendukung aktivitas dalam sektor-sektor tersebut. 

2. Efektivitas pajak restoran Kota Samarinda tahun 2017 sampai dengan 2021 

memiliki rata-rata sebesar 126,01% dengan kategori sangat efektif. 

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Samarinda selama tahun 2017 

sampai dengan 2021 memiliki rata-rata sebesar 10,58% dengan kategori 

kurang. Hal ini karena tidak optimalnya penerimaan pajak restoran di Kota 

Samarinda yang disebabkan oleh pemilik restoran dan usaha rumah makan
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tidak jujur dalam melaporkan omzetnya, adanya pemilik restoran dan usaha 

rumah makan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, serta kesadaran para 

pemilik restoran dan usaha rumah makan terhadap pentingnya membayar 

pajak masih rendah. 

3. Efektivitas pajak parkir Kota Samarinda tahun 2017 sampai dengan 2021 

memiliki rata-rata sebesar 103,27% dengan kategori sangat efektif. 

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Samarinda selama tahun 2017 

sampai dengan 2021 memiliki rata-rata sebesar 1,54% dengan kategori sangat 

kurang. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara para wajib pajak 

dan BAPENDA Kota Samarinda, sehingga menyebabkan BAPENDA 

kesulitan dalam menggali potensi pajak parkir di Kota Samarinda. Selain itu, 

masih adanya pengusaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak parkir 

serta masih adanya parkir liar yang berdampak pada penerimaan pajak parkir 

tidak masuk ke kas daerah melainkan menjadi penghasilan pribadi. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi BAPENDA Kota Samarinda, yaitu pemanfaatan sumber-sumber yang 

menjadi sumber PAD perlu dimaksimalkan, khususnya pajak daerah yang 

merupakan sumber utama PAD. Dalam hal ini, penting bagi BAPENDA 

untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan 

pengawasan dan pengelolaan perpajakan untuk mengurangi potensi terjadinya 

kecurangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam 
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membayar pajak. Hal ini dapat dicapai melalui kerjasama dengan KPP untuk 

lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi terkait pentingnya membayar 

pajak. Selanjutnya, untuk optimalisasi pajak parkir dapat dilakukan upaya 

berupa perbaikan fasilitas hingga profesional petugas parkir serta evaluasi 

terhadap titik-titik retribusi parkir yang memungkinkan untuk dikenakan 

pajak daerah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya lebih baik jika menambah variabel penelitian dari 

berbagai sumber pendapatan asli daerah lainnya seperti retribusi parkir. 

Selain itu, periode waktu penelitian diharapkan dapat diperpanjang, sehingga 

memperoleh hasil yang lebih mendekati kondisi sebenarnya dan dapat 

dijadikan sebagai bahan perbandingan kedepannya. 
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Lampiran 1. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinta Tahun 

2017 
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Lampiran 2. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinta Tahun 

2018 
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Lampiran 3. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinta Tahun 

2019 
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Lampiran 4. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinta Tahun 
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Lampiran 5. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinta Tahun 

2021 
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Lampiran 6. Struktur Organisasi BAPENDA Kota Samarinda 

 


